
 

 

 

ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA 

KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA  

(Studi Pada Klinik Kecantikan Estetika Kusuma Cabang Bandar Lampung) 

Oleh 

Jasmine Hanafi 

Maraknya klinik kecantikan estetika disebabkan besarnya minat konsumen untuk 

mengkonsumsi produk perawatan wajah dan tubuh. Ketika mengkonsumsi suatu 

produk, konsumen membutuhkan perlindungan hukum untuk memberikan rasa 

aman dan  jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam 

penggunaan produk tersebut. Konsumen dilindungi hukum jika klinik kecantikan 

estetika merupakan pelaku usaha yang terdaftar yang memiliki legalitas bentuk 

dan kegiatan usaha. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah pertama, legalitas 

bentuk hukum dan kegiatan usaha klinik kecantikan estetika. Kedua, hubungan 

hukum antara klinik kecantikan estetika dengan konsumen. Ketiga, tanggung 

jawab klinik kecantikan estetika kepada konsumen apabila terjadi kerugian. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan 

dengan tipe non judicial case study. Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data 

dilakukan secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas bentuk hukum perusahaan Klinik 

Kecantikan Estetika Kusuma Cabang Bandar Lampung adalah berbentuk 

perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh dr. Indriati Kusuma, MHA, CID, 

memiliki kegiatan usaha perdagangan dan perjasaan dibidang kecantikan dan 

memiliki bukti legalitas berupa SIUP, TDP, dan izin dari Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung dari bukti legalitas tersebut dapat diketahui identitas klinik 

kecantikan estetika. Hubungan hukum terjadi karena adanya undang-undang dan 

perjanjian terapeutik. Undang-undang yang mengatur hubungan hukum tersebut 

adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, 

Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Meneteri Kesehatan tentang 

Klinik. Perjanjian terapeutik merupakan inspanningverbintenis dan terjadi apabila 
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terdapat informed consent. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban 

bagi masing-masing pihak. Tanggung jawab hukum terjadi apabila klinik 

kecantikan estetika melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum 

terhadap konsumen, sehingga meyebabkan kerugian. Konsumen dapat menuntut 

ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang 

Praktik Kedokteran. Namun, selama berdirinya klinik kecantikan estetika tersebut, 

belum pernah ada kerugian yang diderita konsumen dan menuntut 

pertanggungjawaban.  
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